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I.

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR :-: TAHUN 2021
TENTANG

MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
WALI KOTA BANJARMASIN,

sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota
Banjarmasin;

sebagai tindak lanjut Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 02.A Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Perilaku
Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Bab
VII Pasal 29;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan
Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Majelis Kode Etik
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20135



10.

11.

12.

13.

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 142;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor
25);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 40);

Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 02.A Tahun
2012 tentang Pedoman dan Kode Etik Perilaku Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

Majelis Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa
pegawai yang disangka melanggar kode etik;

b. majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang
bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri;

c. keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah
mufakat;



KETIGA

KEEMPAT

d. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak tercapai maka keputusan diambil dari suara terbanyak;

e. keputusan Mejelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

Majelis dalam pelaksanaan tugas pada Diktum “KEDUA”

berwenang untuk :

a.

memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai
terlapor;

menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna
kepentingan pemeriksaan mengajukan pertanyaan secara
langsung kepada Terlapor, Saksi mengenai sesuatu yang
diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang
dilakukan oleh terlapor;

memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak
terbukti melakukan pelanggaran;

memutuskan/menetapkan sanksi terhadap pelapor yang
terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

merekomendasikan tindakan administratif

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal Y November 2021

MVALI KOTA BANJARMASIN, /

.

BNU SINA



